BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR %61 TAHUN 2025

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa jabatan pelaksana merupakan sekelompok
jabatan yang berdasarkan fungsi dan tugas
pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta
administrasi pemerintahan dan pembangunan,

b. bahwa untuk tertib administrasi dan kepastian
hukum dalam melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan
Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan
Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Instansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomenklatur
Jabatan Pelaksana Bagi Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
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. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentar}g
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 Tentang
Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6955);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6477),

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6264);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan Tahun 2023 Nomor 35).




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMENKLATUR

JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
7 L

10.

11;

12;

13.

14.

15.

Daerah adalah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian
Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.

Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN
adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan diserahi
tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya
disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi
Syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan dan/ atau menduduki jabatan pemerintahan.
Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi
memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan
langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi yang
terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan
Jabatan Pengawas.

Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan
tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi
pemerintahan dan pembangunan.

Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi
dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan
pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Klerek adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang
melaksanakan tugas pelayanan administratif.

Operator adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang
melaksanakan tugas teknis yang bersifat umum.

Teknisi adalah klasifikasi nomenklatur jabatan pelaksana yang
melaksanakan tugas teknis yang bersifat spesifik.

Klasifikasi Jabatan adalah pengelompokkan jabatan yang
menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.




BAB II
KLASIFIKASI DAN NOMENKLATUR
JABATAN PELAKSANA

Bagian Kesatu
Klasifikasi Jabatan

Pasal 2

(1) Jabatan Pelaksana diklasifikasikan berdasarkan kesamaan
karakteristik, mekanisme, dan pola kerja.

(2) Setiap klasifikasi Jabatan Pelaksana berisikan nomenklatur Jabatan
Pelaksana.

Pasal 3
Klasifikasi Jabatan Pelaksana terdiri atas:
a. Kklerek;
b. operator; dan
c. teknisi.
Bagian Kedua

Nomenklatur Jabatan Pelaksana

Pasal 4

(1) Nomenklatur Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan syarat dan
tugas jabatan sesuai kebutuhan organisasi.

(2) Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Nomenklatur Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,
digunakan sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk:
penyusunan dan penetapan kebutuhan;

penentuan kelas jabatan;

pengembangan karir;

pengembangan kompetensi;

penilaian kinerja;

penggajian dan tunjangan; dan

pemberhentian.

R0 A0 T

Pasal 6

(1) Daftar nomenklatur Jabatan Pelaksana yang telah ditetapkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan
dan/atau penambahan sesuai dengan kebutuhan organisasi.

(2) Perubahan dan/atau penambahan nomenklatur Jabatan Pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Perangkat
Daerah kepada Sekretaris Daerah.

(3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan peraturan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendayagunaan aparatur negara.



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
Pada tanggal 1% Navewber 2025

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

RADITYO EGI PRATAMA

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal 1» Vovamper 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

SUPRIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2025
NOMOR 2%4¢- |
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LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR TAHUN 2025

TENTANG

NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN

DAFTAR NOMENKLATUR JABATAN PELAKSANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

A. KLASIFIKASI KLEREK

No Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan Minimal Tugas Jabatan
1 Penelaah Teknis Kebijakan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) | Melaksanakan dukungan teknis dalam rangka
. penyiapan bahan di lingkungan Instansi
Pemerintah
2. | Pengadministrasi Perkantoran SLTA Sederajat Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi

perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan

publik (customer service )




Penata Kelola Sistem Dan
Teknologi Informasi

S-1 (S trata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
bidang Teknologi Informasi/Teknik
Informatika/ Sistem Informasi/Ilmu
Komputer/Teknik Elektro, atau bidang
lain yang sesuai tugas jabatan

Melakukan kegiatan yang meliputi
pengumpulan, pengklasifikasian,persiapan dan
pelaksanaan penyuluhan, pemantauan,
pengendalian, pemanfaatan, evaluasi dan
pelaporan dan penelaahan untuk
menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di
bidang sistem dan teknologi informasi
berdasarkan prosedur dan ketentuan yang
berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai
dengan program kerja yang telah disusun

Fasilitator Perdagangan

S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)
bidang Ekonomi Pembangunan/
Manajemen / Akuntansi/Hubungan
Internasional/ Komunikasi/atau bidang
lain yang relevan dengan tugas jabatan

Melakukan kegiatan pengumpulan,
pengklasifikasian dan penelaahan untuk
menyimpulkan dan menyusun rekomendasi di
bidang perdagangan sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku untuk diproses lebih
lanjut

Pengolah Data dan Informasi

D -3 (Diploma-Tiga)

Melaksanakan pengelolaan, verifikasi, dan
penyusunan terhadap data, dan laporan di
lingkungan Instansi Pemerintah

Penata Keprotokolan

S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)

Melaksanakan kegiatan tata kelola keprotokolan
di lingkungan instansi pemerintah




7. | Pengelola Keprotokolan D-3 (Diploma-Tiga) Melaksanakan kegiatan pengelolaan
keprotokolan di lingkungan instansi pemerintah
B. KLASIFIKASI OPERATOR
No Nomenklatur Kualifikasi Pendidikan Minimal Tugas Jabatan
1. | Penata Layanan Operasional S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
bidang yang relevan dengan tugas Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis
jabatan
2. | Pengelola Layanan D-III (Diploma-Tiga) bidang yang relevan | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis
Operasional dengan tugas jabatan
3. | Operator Layanan Operasional SLTA sederajat Melakukan kegiatan pengoperasian layanan
teknis
4. | Pengelola Umum Operasional SD sederajat/SLTP sederajat Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum
5. | Kurator S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat) Melakukan kurasi koleksi museum dan/atau
bidang Arkeologi/Antropologi/Sejarah/ koleksi karya seni serta penyiapan alur cerita,
Seni Rupa Murni/Desain Interior/Desain | tata pamer di museum dan/atau galeri sesuai
Komunikasi Visual/Desain Produk/Kriya dengan kaidah yang berlaku
Seni/Kriya/Sosiologi
6. | Pengelola Layanan Kesehatan D-III (Diploma-Tiga) bidang Kesehatan Melakukan kegiatan pengelolaan di bidang

layanan kesehatan




7. | Operator Layanan Kesehatan SMA/SLTA segala jurusan Melakukan kegiatan persiapan dukungan di
bidang layanan kesehatan
8. | Penata Kelola Layanan S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat) Melakukan kegiatan tata kelola di bidang
Kesehatan bidang Kesehatan layanan kesehatan
9. | Operator Alat Berat SLTA/DI/D-2 (Diploma-Dua)/D-3 Melakukan kegiatan pemeriksaan kelengkapan
(Diploma-Tiga) bidang kualifikasi dan pengoperasian alat berat
pendidikan yang relevan dengan tugas
jabatan
10. | Pranata Trantibum SLTA sederajat Melakukan kegiatan penegakan peraturan
daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk
kelancaran pelaksanaan tugas
11. | Pengelola Trantibum D-III (Diploma-Tiga) yang relevan dengan | Melakukan kegiatan pengamanan, penertiban
tugas jabatan dan perlindungan masyarakat
12. | Petugas Transportasi Darat D-III (Diploma-Tiga) bidang Melaksanakan kegiatan operasional di bidang

LLAJ/LLASDP/PKB atau kualifikasi
pendidikan lain yang relevan dengan
tugas jabatan

transportasi

BUPATI LAMPUNG SELATAN,
Ttd

RADITYO EGI PRATAMA
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